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Abstrak: Kajian ini dilakukan untuk membahas terkait faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program air
bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung
Soal. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan
menggunakan metode deskriptif. Dan informan penelitian
menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini
adalah faktor pendukung dan penghambat Collaborative
Governance dalam pelaksanaan program air bersih di Nagari
Tluk Amplu Inderapura. Temuan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaannya adalah
kualitas SDM dalam pelaksanaan, ketersediaan dana
pelaksanaan, partsipasi masyarakat setempat dan proses
faktor

penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan

transparansi  dalam  berkolaborasi.

Sedangkan

masih terdapat ego sektoral pada masing-masing stakeholder.

Kata kunci: Pendukung, Penghambat, Pelaksanaan, Program
Air Bersih

Abstract: This study was conducted to discuss the supporting
and inhibiting factors in implementing the clean water program
in Nagari Tluk Amplu Inderapura, Pancung Sol District. This
research was prepared using a qualitative approach and using a
descriptive method. And the research informants used
purposive sampling techniques. The results of this study are the
supporting and inhibiting factors of Collaborative Governance
in implementing the clean water program in Nagari Tluk
Amplu Inderapura. The findings in this study indicate that the
supporting factors for its implementation are the quantity of
human resources in implementation, availability of
implementation funds, local community participation and
transparency in collaborating. While the inhibiting factor is the
lack of public awareness, there is sectoral ego in each
stakeholder.

Keywords: Supporters,
Water Program

Obstacles, Implementation, Clean
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1. Pembahasan

Collaborative governance merupakan pola yang tepat untuk
membahas kepemilikan bersama, kepahaman peran antar
aktor untuk menangani permasalahan di daerah (Bae et al,,
2016; Kim, 2016; Senderskov, 2019). Collaborative
governance merupakan suatu forum yang digunakan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Senada dengan yang
dijelaskan oleh Donahue dan Zeckhauser (2011) bahwa
collaborative governance merupakan kondisi yang mana
pemerintah untuk memenuhui tujuan public melalui
kolaborasi antar organisasi maupun individu. Holzer et al
(2012) juga menyatakan bahwa collaborative governance
adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya
mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat.
Collaborative governance juga dapat digambarkan keadaan
saling ketergantungan dan menjalin hubungan yang erat
satu sama lain (Gallardo et al., 2013; Ibrahim et al., 2020,
2022; Zeppel, 2012). Setelah para aktor berkomitmen dan
berkolaborasi, maka perlu dibangung rasa kepemilikan
bersama agar tercipta kolaborasi yang berkualitas.
Stakeholder yang terlibat dalam proses collaborative
governance adalah pemerintah, swasta, masyarakat yang
membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama,
pencapaian consensus melalui interaksi formal dan informal
sesuai dengan peraturan dan norma dalam interaksi yang
saling menguntungkan (Gestel & Grotenbreg, 2021;
Greenway, 2021; Gugu & Dal Molin, 2016; Margerum et al.,
2019).

Salah satu bentuk Collaborative Governance adalah kolaborasi
yang dilakukan oleh PT Incasi Raya, Pemerintahan Nagari
Tluk Amplu Inderapura dan Puskesmas Inderapura. Tujuan
dilakukan kolaborasi ini yaitu untuk mensukseskan
pelaksanaan program air bersih di Nagari Tluk Amplu
Inderapura Kecamatan Pancung Soal. Kondisi air bersih di
Nagari Tluk Amplu Inderapura dapat disebut tidak layak
untuk digunakan, karena sebagian masyarakat Nagari Tluk
Amplu Inderapura masih ada yang menggunakan sumur
gali yang airnya masih keruh sehingga sebelum penggunaan
air masyarakat menyaring terlebih dahulu(Bain & Landau,
2019; Yoder et al., 2021). Dari permasalahan tersebut PT
Incasi Raya dari perusahaan setempat mengeluarkan
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bantuan CSR berupa program air bersih yang dalam
pelaksanaannya melibatkan pemerintah nagari dan
puskesmas untuk mensukseskan pelaksanaan program air
bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan
Pancung Soal.

Bantuan program air bersih yang diberikan oleh PT Incasi
Raya kepada Nagari Tluk Amplu Inderapura, dalam
melakukan pelaksanannya melibatkan seluruh stakeholder
yaitu dari pihak swasta, pemerintah nagari, puskesmas dan
masyarakat juga ikut terlibat didalamnya. Pelaksanaan yang
dilakukan diantaranya pemeriksaan kondisi air bersih
rumah warga, merencanakan pembangunan program air
bersih, menyiapkan dan melaksanakan program air bersih,
mengoperasikan program air bersih dan memelihara dan
menjaga sarana program air bersih yang telah dibangun
(Bradley et al., 2022; Panday, 2018; Zhang et al., 2022).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam melakukan
kolaborasi tentu akan ada faktor pendukung dan
penghambat yang dilakukan terhadap objek kolaborasi.
Seperti kolaborasi dalam pelaksanaan program air bersih di
Nagari Tluk Amplu Inderapura, dalam melakukan
pelaksanaan terdapat beberapa faktor pendukung yang
menunjang keberhasilan pelaksanaan program air bersih
diantaranya adanya kualitas SDM yang membantu
pelaksanaan program air bersih yaitu melibatkan KKM yang
dibuat untuk kelancaran pelaksanaan program air bersih,
adanya ketersediaan dana dalam membangun sarana
program air bersih dari pihak swasta, dan proses kolaborasi
yang transparan sehingga dalam pelaksanaan kolaborasi
tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Namun
terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan
kolaborasi diantaranya keterbatasan dana dalam proses
pembayaran token air bersih, kurangnya kesadaran
masyarakat dalam pembayaran token air bersih dan
terdapatnya ego sektoral antar stakeholder yang terlibat
dalam pelaksanaan program air bersih.

Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan faktor
pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pelaksanaan
program air bersiih di Nagari Tluk Amplu Inderapura
Kecamatan Pancung Soal.
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2.  Metode

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tluk Amplu Inderapura
Kecamatan Pancung Soal. Informan dalam penelitian ini
terdiri dari sekretaris nagari tluk amplu Inderapura, kasi
pemerintahan nagari tluk amplu Inderapura, koordinator
KKM tluk amplu Inderapura, koordinator humas PT Incasi
Raya, Sekretaris humas PT Incasi Raya, Koordinator KKM,
Koordinator tim kesling Puskesmas dan Masyarakat.
Informan penelitian ini menggunakan teknik Purposive
Sampling. Teknik ini dilakukan dengan mempertimbangkan
informan yang akan memberikan data secara maksimal.
Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara
dengan informan, melakukan observasi di lokasi penelitian,
dan studi dokumentasi menggunakan HP. Untuk uji
keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi
data dan triangulasi sumber. Untuk analisa data peneliti
menggunakan analisis interaktif yaitu reduksi data,
penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.

3. Data dan Pembahasan
a. Faktor Pendukung Kolaborasi

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang menjadi
dorongan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian,
faktor pendukung proses kolaborasi dalam pelaksanaan
program air bersih Nagari Tluk Amplu Inderapura
diantaranya

Pertama, Kualitas Sumber Daya Manusia. Menurut
Imam Mulyana (2010 : 96) kualitas adalah: Sebagai
kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar
ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.
Selanjutnya SDM menurut Malayu S.P Hasibuan
(2012:244) sumber daya manusia adalah: Kemampuan
terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki
individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh
keturunan dan lingkungannya.. Kemudian M. Dawam
Rahardjo (2010:18) menjelaskan pengertian Kualitas
Sumber Daya Manusia yaitu: Kualitas sumber daya

176


https://search.crossref.org/?q=2721-3749&from_ui=yes

Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)

Vol 04 No 02 Agustus 2023 (173-182)

https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index

Prefix 10.47134

tPublishing

manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan
atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga
ditentukan oleh pendidikan atau kadar
pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan
sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Dalam
melakukan pelaksanaan program air bersih kualitas
SDM menjamin lancarnya pelaksanaan program air
bersih. Disini SDM yang berkualitas yang ditunjuk
menjadi KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat)
yaitu masyarakat yang dipercaya melakukan suatu
tugas dalam organisasi. Sehingga masyarakat tersebut
mampu menjalankan tugasnya, karena sudah terbiasa
didalam bidangnya.

Kedua, Ketersediaan dana pembangunan saran program
air bersih. Dana adalah uang yang disediakan untuk
keperluan tertentu. Dana adalah himpunan uang
disediakan untuk tujuan tertentu. Dana dapat
disediakan untuk banyak tujuan, misalnya oleh
pemerintahan demi proyek pembangunan, perusahaan
ketika meluncurkan suatu produk, atau individu dalam
melakukan investasi. Untuk mendukung pelaksanaan
program air bersih dan disediakan dari pihak swasta
selaku penyedia bantuan program air bersih. Dimana
dana yang disediakan hanya untuk pembangunan
sarana program air bersih. Setelah diberikan dana
tersebut disetiap rumah warga yang mendapatkan
bantuan program air bersih sudah terdapat sarana air
bersih dimasing-masing rumahnya.

Ketiga, Partisipasi masyarakat setempat. Partisipasi
masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung
warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga
dan proses kepemerintahan. Gaventa dan Valderma
dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan
bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan
konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan
berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan
kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai
gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan
warga masyarakat. Dalam pelaksanaan program air
bersih kepedulian masyarakat dalam membangun
sarana program air bersih dapat diapresiasi, karena
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mereka sebagai warga setempat mau berpartisipasi
untuk melakukan pembangunan sarana program air
bersih. Masyarakat tersebut ikut bergotong royong
dalam melakukan pembangunan seperti ikut mengolah
bahan material dan memasang pipa air bersih. Sehingga
pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai yang
dikehendaki.

Keempat, Proses transparansi dalam kolaborasi.
Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki
arti keterbukaan  organisasi dalam  memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan
sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi
pemangku kepentingan. Dalam melakukan kolaborasi
pelaksanaan program air bersih transparansi dilakukan
oleh setiap stakeholder, agar tidak menimbulkan
kcurigaan kepada setiap tim yang bertugas, semua
pengeluaran yang dilakukan disampaikan pada rapat
pertemuan setelah dilakukan pembangunan program
air bersih.

b. Faktor penghambat kolaborasi

Hal yang memiliki arti yang berhubungan dengan
kendala yaitu hambatan, kamus besar Bahasa Indonesia
(1990 : 235), menjelaskan yang dimaksud dengan
penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau
karena hanya tujuan atau keinginan tidak dapat
diwujudkan. Jadi, Kendala ataupun hambatan yang
dimaksud didalam penelitian ini adalah :

Pertama, Keterbatasan dana untuk membayar token air.
Dana sangat diperlukan dalam melakukan sebuah
program, begitupun dalam pelaksanaan program air
bersih ini. Dana yang diberikan oleh pihak swasta
hanya untuk melakukan pembangunan program air
bersih dan pembayaran token diawal selesai
pembangunan, setelah itu pembayaran token
diserahkan kepada pihak nagari untuk mengelolanya.
Sehingga, peran pemerintah nagari disini yaitu
meyakinkan masyarakat untuk mau membayar token
air bersih tersebut agar pengoperasian program air
bersih yang sudah diberikan dapat dilanjutkan
seterusnya tanpa harus terhenti.
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Kedua, Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya
kesadaran masyarakat disini yaitu dalam membayar
token air, sebagian masyarakat enggan membayar
token air dan dalam hal ini peran pemerintah nagari
harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat
bahwa pembayaran yang dilakukan masyarakat adalah
untuk masyarakat untuk sendiri.

Ketiga, adanya ego sektoral dari masing-masing
stakeholder terkait. Dalam organisasi pemerintahan atau
perusahaan, ego sektoral dan mentalitas silo berpotensi
menjadi kontraproduktif terhadap strategi pencapaian
target dan tujuan organisasi. Meskipun demikian,
dalam penyusunan rencana dan strategi organisasi,
telah menjadi kebiasaan bahwa organisasi menetapkan
target kinerja untuk masing-masing unit diturunkan
dari target dan tujuan utama organisasi. Ego sektoral
ini terjadi dikarenakan masing-masing aktor kolaborasi
pelaksanaan program air bersih lebih berfokus kepada
tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga, menjadi
salah satu penghambat kelancaran pelaksanaan
program air bersih karena tidak adanya kontribusi
untuk membantu satu sama lain.

Kesimpulan

Faktor pendukungnya yaitu adanya SDM yang mampu
membantu proses kolaborasi terdapat KKM yang dibentuk
untuk membantu pelaksanaan program air bersih,
Ketersediaan dana pembangunan sarana program air bersih
dari pihak swasta, adanya partisipasi masyarakat setempat
dan proses transparansi dalam kolaborasi. Sedangkan faktor
penghambatnya yaitu keterbatasan dana untuk membayar
token air, kurangnya kesadaran masyarakat dalam
membayar token air dan adanya ego sektoral dari masing-
masing stakeholder terkait.
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